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Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan peran serta masyarakat, 

baik sebagai pelapor tindak pidana (whistleblower) maupun sebagai saksi pelaku 

yang bekerjasama (justice collaborator). Permasalahan penelitian ini adalah (1) 

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana  dan saksi 

pelaku yang bekerja sama dalam perkara korupsi? (2) Mengapa terjadi faktor-faktor 

penghambat dalam perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana dan saksi 

pelaku yang bekerja sama dalam perkara korupsi? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis data 

sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi data dan 

penyusunan data. Selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan: (1)  Perlindungan hukum terhadap 

pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara korupsi 

dilaksanakan dengan: Pemberian keringanan pidana atau bentuk perlindungan 

lainnya sesuai dengan perlindungan saksi dan korban; Mendahulukan penanganan 

perkara pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama apabila pihak-

pihak yang dilaporkan atau terlapor melaporkan balik; Menjatuhkan pidana 

percobaan khusus bagi saksi pelaku yang bekerjasama atau pidana percobaan paling 

ringan di antara para terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan 

tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. (2) Faktor-faktor yang 

menghambat perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku 

yang bekerjasama dalam perkara korupsi adalah: masih belum kuatnya mekanisme 

perlindungan saksi dan korban; aparat penegak hukum masih kurang optimal dalam 

memberikan perlindungan; belum tersedianya sarana yang memadai dalam 

memberikan perlindungan; masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat 

untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi dan sikap individualisme dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka 

bersikap acuh tidak acuh dan tidak memperdulikan apabila mengetahui adanya 

pelaku tindak pidana korupsi.   

 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Perlindungan hukum terhadap pelapor tindak 

pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara korupsi hendaknya 

dilaksanakan secara optimal dan meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak 

hukum dengan institusi terkait. (2) Hendaknya segera dilakukan revisi terhadap 

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan hukum terhadap pelapor 

tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama.     
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